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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR ;2 TAHUN 2018 

TENTANO 

PEI\IIBENTUKAN, KEDUDUl<AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR LIMBAH PADA 

DINA$ PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO. PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PEMUl<JMAN l<ABUPATEN REJANO LEBONO 

Menimbang 

Me nglngat 

DENOAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANO LEBONO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 
Pcra turan Menteri Dalam Negerl Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembenrnkan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pclaksana Teknis DaeraJ, , serta Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabu patcn Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Unit PelaJ<sana Teknis Daerah 
Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabu_paten 
Rej ang Lebong. 

l. Undang•U ndang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang 
Pcmbcntu.kru, Pcraturan PerLtndang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 t 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 4 tentang Aparatur 
Sipi l Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 14 Nomor 6, Tamba.han Lcmbaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir denga.n Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Alas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 I 5 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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Mempethatikan 

Menetapkan : 

5. Pcratumn Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang-Undang l~epublik Indonesia Nomor 
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di 
Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkal Daerah (Lembi\Jan Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peratumn Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Serita 
Negara Republil< Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Menter! Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2017 
tcntang Pedoman Pembcntukan dan Klasffikasi Cabang 
Oinas dan Unit Pelaksana Teknis Dae.rah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9 . PeratYrM Daerah Kabupatcn Rejang Lebong Nomor 9 
Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Dacrah Kabupalen Rejang Lebong (Lembaran 
Daerah l<abupaten Rejaog Lcbong Tahun 2016 Nomor 
118). 

I. Pernruran Bupat.i Rejang Le bong Nomor 42 Tahun 2016 
tentang l(cdudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan 
Pung.si, -serta Ta.tn Kerja Dina$ Pekerjrutn Umum dan 
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pcmukiman 
Kabupaten Rejang Lcboag (Berita Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 3871; 

2. Surat Gubemur Bengkulu Nomor : 061/1093/B.5/2017 
tanggal 28 Des.ember 2017 Perihal : Rekomendasi 
Pcmbentukan Unit Pelaksana Tekn.is Daerah (UP'l'D) di 
f. ingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ml!:MUTUSl<AN ; 

Pl!:RATURAN BUPATI T8NTANO PEMBENTUKAN, 
KEDUDUl<AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA l<ERJA UNIT PELAKSANA TEl<NIS DAERAH AIR 
U MBAH PADA DINAS PEl<ERJAAN UMUM DAN PENATAAN 
RUANG, l'ERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 
l<ABUPATEN REJANG LEBONG 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Da.Jam Peraturan Bupati ini ya.ng dimaksud dengan ; 
I . Daerah adalah Kabupaten Rejang Lcbong. 

'2. Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan o1eh 
pemerintah daerah daa Dewa.n Perwakilan Rakyat Daerah mcnurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-luasnya 
dalam sistem dan prin sip Negara Kesatuan Republik Jndonesia sebagaimanri 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

2 ' -71.f., .... -. 
I . , 

[.•· - ·..:.:.:. .'.J 



(0 

3. Pemerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur penye.lengsara 
Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusrui pemerintahan 
yang menjudi kewennngan daerah otonom. 

4 . Bupati adalah Bupa ti Rejang Lebong. 
5 . Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemetintahan daerah yang tcrditi dari sektetariat daerah , sekretariat DPRD, 
dinas daerah, Jembaga teknis dacrah, kecamatan, dan kelurahan . 

6. Oinas Pekcrjaan Umum dan Pcnataan Ruang, Perumo.han dan Kawasan 
Pcmukimnn yang sclanjutnya disebut Oinas adaJah Oi11as Pekerjaat'I Umum 
da.n Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupatcn 
Rejang Lebong. 

7 . Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman yang sclanjutnya disebut l<epala Dinas adalah Kepala 
Dinas Dinas Pc:kcrjaan Urnum dan PenaUl.Atl Ruang, Perurnahan dan 
Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong. 

8 . Sekretans Dinas Dinns Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang, Perumahan 
dan Kawasan Pemuklman yang sclanjutnya di$cbut Sekretaris Dinas adalah 
Sckretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Pcnataan Rua.ng, Peru mahan 
dan J<awasan Pemukima.n l<abup:uen Rejang Lebong. 

9. Unit Pelaksana 'l'eknis Daerah Alr Limbah yang selanjutnya disingkat UPl'O 
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasiona.l pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat.aan Ruang, Perum.aban dan Kawasan 
Pemukiman J<abupaten Reja.ng Lebong. 

10. Kepala Unit Pelaksa.na Teknis Daerah Air Umbah yang selanjutnya disingkat 
Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pclaksana Teknis Oaerah Air Limbah pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peruma.han dM Kawasan 
Pemukiman Kabupaien Rejang Lebong. 

I I. l<epaln S ub Bagian Tata Usaha adalah l<epola Sub Bagian Tata Usaha pada 
Unit Pelaksana Teknis Dacrah, 

t2. Togas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 
terte:rnu yang secara langsung berhubungan dcngan pelayana.n masyarakat. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah ya ng selanjutnya disingkat APBD 
ada.Jah rencana keuangan tahunan Pemcrintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama Peme,intah DaeraJ, dan DPRD, dan ditetapka.n 
berdasarkan Peraturan Daerah tent.ang APBD. 

14. PegawaJ Negcri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
seca . .ta tetap oleh pejabat pembina kepe.ga\.,.aian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

l 5 . Jabalan F'ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tert.entu. 

16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan ya.ng menunjukkan tugas, 
t.a,nggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil daJam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

BAB LI 
PEMBENTUl<AN 

Pasal 2 

Oengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPl'D Air Limbah pada Oinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemu.kiman Kabupaten 
Rejang Lebong, dengan klasifil<asi UPTD Kelas A. 
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BAB Ill 
Wit.AYAH KERJA 

Pasal3 

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam wilayah 
I<abupaten Rejang Lebong 

BABIV 
I<EDUDUKAN 

Pasal4 

(I) UPTD merupakan unsur kegiatan teknis operasional Dinas sesuai dengan 
bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) berada di bawah dan 
bertanggu·ngjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) UPTD sebagaimana d imaksud pada ayat (!) merupakan bagian dari 
Perangkat Daerah. 

BA.BV 
SUSUNAN OROANISASI 

Pasal S 

(I) Susunan Organisasi UPTD tcrdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fu ngsional. 

(2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tercantum 
dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tirlak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini, 

BABVI 
TUOAS DAN FUNOSI 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasa.16 

(I) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 
bidang a ir l imbal, . 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
UPTD mempunyai rungsi : 
a. pengendalia.n dan pengootdinasian pelaksanaan kegiatan pengolahan air 

limbah; 
b. peJaksanaan pcmbcrian pelayanan dan infon:nasi pcngoJahan air limbah; 
c. pelaksanaan identifikasi da.n peng"-jian air limbah: 
d. penyusunan rencana program UPTD~ 
e. pelaksanaan pengelolaan lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja; 
r. pelaksanaan penyedotan air limbah rumah tangga; 
g. pelaksanaan kegiatan pembudidayaan dan pemanfaatan air limbah 

menjadi pupuk; 
h . pengelolaan pembuangan air lfmbah agar tidak terjadi pencemaran 

lingku ngan; 
i. pelaksanaan pembinaan kelompok - kelompok pemanfaatan Jnstalasi 

Pcngolahan Air Limbah; 
j. pclaksanaan peneliLian dan pengemba.nge_n pengolahan air limbah; 
k. pelaksanaan pengolahan dan pengcmbangan daur ulang air limbah; 
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t. pelaksanaan pengoordinasian kepada pcrangkat daerah , lembaga dan 
pihak tcrkai t lainnya dalam rangka kelancaran pclaksanaan kegjatan 
penguj ian kendarman; 

m. peoyrunpaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan 
kebijakan lebil, lanjut: 

n, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada KepaJa 
Dinas~ dan 

o. pelaksa.naan rungsi la.innyn yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnyn. 

(3) l<epala U PTO da!am melaksanakan tugas dan fungsi sehagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dan ayat (2), berada di bawah dan be,~anggung jawab kepada 
Kepala Oinas melalui Sekretaris Dinas. 

Bagian Kcdua 
Sub Bagian Tata UsaJ1a 

Pasal 7 

( 1) l<epala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaJ,sanakan administntsi 
ket.a.tausa.haan, kcpegawaian, keuangan da n perlengkapa.n di lingkungan 
UPTD. 

(2) Untuk mclaksanakan iugas set,agaimana dimaksud pada ayat (I) , Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fu ngsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD; 
b. pembeiian pelayanan tekms ketatausahaan di lingkungan UPTD; 
c. pe la ksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, pcrlengkapan dan 

pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD; 
d. pcnyusunan bahan laporan pe1·tanggun_gjawahan peJaksanaan kegiatan 

UPTD: 
e. pe.nyusunan dan pengoordinasian program kerja yang berkaitan dengan 

bidang administras\ dan ketatausahaan yang .metiputi urusan umum, 
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 

r. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengelola ke.arsipan dan 
dokumentasi; 

g. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di 
lingkungan UP'l'D; 

h. penyelenggarakan urusan r umah tangga UPTD; 
i. penyusuna.n . pe.rsia.pan da.n pengoordinasian rencana anggaran UPTD; 
j. pelaksanaan administrasi keua ngan , kepegawaian dan perlengkapan di 

lingkungan UPTD; 
k. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan 

UPTD; 
J. pcmbuatan laporan inventa1isasi barang - bara.ng inventaris di 

lingkungan UPTD; 
m. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD di bidang 

kepegav,.raian , keuangan, pel'lengkapan serta keta.tausabaan lainnya; 
n. pelaporan hasil kcgiatan kepada l<epala UPTD; dan 
o. pelaksanaan fungsl lainnya. yang diberikan oleh KepaJa UPTO sesua.i 

dengan bidang tugasnya. 
(31 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanak an tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (II dan ayat (2), berada di bawah dan 
bertanggung j awah kepada l<epala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabaian F'ungsional 

Pasal 8 

(I) Kelompok Jabatan F\Jngsional , tcrdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan F'ungsional yang tcrbagi dalam bcrbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 
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(2) l<elompok Jabatru1 l'ungsional sebagaimana dimaksud pada ayal (I), 
dipimpin oleh scorang tenaga rungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggungjawab kepada KepaJa UPTD. 

(3) Jumlah Jabatan l'ungsional sebagalmana dimaksud pada ayat (I), 
clitcntukan berdasarkan kebutuhan dan beban ke,ja. 

(4) Jenis Jabatan PungsionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
sesuai dengan kelcntuan peratu ran Perunclang-undangan. 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 9 

Kepala UPTO, KepalA Sub Bagiru1 Tata Usaha dan jabatan rungsional, diangkat 
dan dibe.rhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal IO 

(I) Kepala UPTD merupakanjabatan eselon IV.aataujabatan pengawas. 
(2) Kepa)a Sub Bagian Tata Use.ha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan 

pengawas, 

BAB VIII 
TATA l<ERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD dalam mclaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-rnasing UPTD maupun 
dengan perangkat daeraJ, lain yang ada keterkaita11 dengan tugas dan fungsi 
UPTO. 

(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pcngendaJian internal di lingkungan 
masing•masing UPTD. 

(3) Kepala UPTO bertanggungjawab mcmimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagl pelaksru,aan tugas 
bawahan. 

(4) KepaJa UP'l'O dalam melal<sanakan tugasnya melakul,an pcmbinaan dan 
pengawasan di lingkungan masing-masing UPTO scr-ta mcngambil langkah 
langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan 
peraturan perundang .. undangan. 

PasaJ 12 

( l) Kepala UPTO wajib menyampail<an laporan pclaksanaan tugas dan fungsinya 
secara periodlk maupun sewaktu-waktu l<epada Kepnla Dinas. 

(2) l<epala UPTD wajib mengolah laporan yang diteoima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evnluasi dan laporan dalam memberikan 
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih 
lanjut. 

BAB IX 
PEMBIAYMN 

Pasal 13 

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD djbebankan pada APBD 
Kabupaten Rejang Lebong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikai sesuni 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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BABX 
PENUTUP 

PasaJ 14 

HaJ•~al yang belum diatur daJam Pcraturan Bupati inf sepanjang mengenai 
tekms pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebil, lanjut oleh Bupati. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta..nggal diundangka.n. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pe.raturan 
Bupati ini denga,, penempatannya dalam Belita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pad a tanggal :it ~""",..: 20 I 8 

S DA.BRAH 
ANGLEBONO, 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan cli Curu.p 
Pada tanggal 2J{ <fa~a~: 2018 

BUPATI REJANG LEBONG, 

r,- ; ,;,-. :--7 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN REJANG J,EBONG TAHUN 2018 NOMOR f/S2 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONO 
NOMOR 2 TAHU N 2018 
TANGOAL 2o .;Jf/NIIIUI 20 I 8 

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS i>A.EAAH AIR LlMBJUI 
PA.DA DINAS PEKERJA.AN UMUM DAN PENATA.A.N RUANG, PERUMAHAN 

DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG 

KEPALA 
UPTD 

KEPALA SUB BAOIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSJONAL 
I I I I I II I 
I I I I I I 1 1 

BUPATI REJANG LEBONG, 

Ir ... :-' i·· ·, ;r----! 
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